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KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat,
taufik dan hidayahnya sehingga Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Perubahan Renstra-PD) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai periode Tahun
2021-2026 ini dapat tersusun yang merupakan salah satu dokumen daerah yang
harus dilaksanakan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini
dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai yang sekaligus sebagai alat pengukuran kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini
berisi tentang Visi dan Misi Kepala Dareah dan Wakil Kepala Daerah serta Tujuan
dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang diwujudkan dalam
bentuk kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya. Dengan demikian
keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diukur dan dinilai dari
pencapaian hasil setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada
kami dalam penyusunan Perubahan Renstra-PD ini, kami mengucapkan terima
kasih, semoga apa yang telah tersusun dalam dokumen ini dapat dilaksanakan
dengan maksimal, yang tentu saja pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

Pendapatan Daerah demi menunjang pembangunan daerah.

Dumai, 22 Januari 2024
Kepala,
I / ‘ 1117 'l A%\ |
/WL mi

|
FAIjMI RIZAL, SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780710 199711 1 001
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1.1

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah
yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan
yang baik, sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai. Pendekatan yang
dilakukan adalah melalui Rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana
tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh
Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan
instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan
kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mendorong Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai disusun sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap
Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah

merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan
bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat
kebijakan, program dan kegiatan.
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Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang
di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yang disusun
merupakan bagian dari implementasi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
periode 2021-2026 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima
tahun dapat “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang

Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu’.

Untuk itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan secara
serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi
kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah dirumuskan dalam
RPJMD dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026
dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan Dalam
Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
termasuk dalam Misi Ke 4, vyaitu: “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

Kepemerintahan daerah yang baik”.

Dengan Tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan

Sasaran yaitu Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah.

Misi tersebut sejalan dengan Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kota Dumai Tahun 2005-2025 dengan Misi : Meningkatkan
kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, dengan tahapan IV 2020-2025
yakni : Terwujudnya kepemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya
aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan

publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Renstra
Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai
target janji dan Visi Misi Pemerintah Kota Dumai yang tertuang dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun
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2021-2026. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung

prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan
dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Dumai dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021-2026. Selain itu
prioritas pembangunan daerah dimaksud untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Untuk menindaklanjuti terbitnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
pada tanggal 23 Juni 2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan
target Sub Kegiatan.

Gambar 1
Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Diperhatikan EDiserasikan Melalui
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1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah

sebagai berikut:

1. Landasan Formil

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3829);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum,;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050/2020/SJ, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM

Daerah;

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana
Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

= Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

= Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

= Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Kota Dumai.

2. Landasan Materil

= Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

= Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

= Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari berbagai Bagian, Bidang
dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai hasil diskusi
dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan DaerahKota Dumai Tahun 2021-2026.

= Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Kota Dumai.
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1.3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan
Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021-2026, adalah memberi arah dan
pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab
masing—masing bidang, sekaligus untuk mengintegrasikan antara kemampuan dan
potensi sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya lainnya, agar
lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tatanan
regional, nasional mapun global dan dapat memberikan motivasi, perkembangan
inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumber-
sumber Pendapatan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan

Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai sebagai salah satu upaya penerapan perinsip — perinsip Pemerintahan

dan Pelayanan masyarakat yang baik.

2. Memberikan arah dan pedoman yang dapat memberikan acuan kepada
pengambil Keputusan, Sekretariat, Bidang, maupun kepada Pelaksana pada

Badan Pendapatan Daerah.

3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai
akumulatif dari kinerja Sekretariat, Bidang serta Pelaksana dilingkungan Badan

Pendapatan DaerahKota Dumai.

4. Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mengevaluasi secara obyektif

keberhasilan yang ingin dicapai dengan berwawasan ke masa depan.
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1.4

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kota Dumai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, yaitu terdiri dari VIII Bab berisi :

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB || GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
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3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini
dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIIIl PENUTUP

Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan serta saran penyusunan

Rencana Strategis (Renstra).

13 - BA



21

BAB || GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022,

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah

Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi
penunjang pendapatan;

b. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;

c. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan
dengan peningkatan pendapatan daerah;

e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
Penyelenggaraan dan pengawasan standar  pelayanan  minimal
dalam pendapatan daerah;

g. Penyusunan rencana pendapatan daerah;

h. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;

i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-
undangan pendapatan daerah,;

j- Pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah
terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha; dan
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2) Subbagian Keuangan dan Aset;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
2) Subbidang Penetapan; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Penagihan, terdiri dari:

1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
2) Subbidang Penagihan; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan, terdiri dari:

1) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

2) Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Hukum dan Keberatan,;
1) Subbidang Pengajuan Keberatan; dan
2) Subbidang Pemeriksaan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. UPT

Adapun tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

12-BA



1. Kepala Badan

a.

b.

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi penunjang pendapatan

daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a),
Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

a.

b.

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan
anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi
penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan
kerumahtanggaan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf

(a) menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah;

(2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran
Badan Pendapatan Daerah;

(3) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah;

(4) penataan organisasi dan tata laksana;

(5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

(6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan pengadaan barang/jasa; dan

(7) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan
lingkup fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan
pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf (a), Bidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan
dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan
dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan
pajak daerah dan retribusi daerah;

pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah;

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah; dan

penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai

dengan lingkup fungsinya.

4. Bidang Penagihan

a. Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak

daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap

pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam huruf (a), Bidang

Penagihan menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(5)

penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang
telah melampaui batas jatuh tempo;

penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang
berhubungan dengan penagihan;

pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang
pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara
bertahap;

penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan
daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan
retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya
untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
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penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita
dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang
pajak yang dijalankan dengan surat paksa;

pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;
penyiapan bahan laporan pengawasan; dan

penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsinya.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

a. Mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan,

penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan

informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam huruf (a), Bidang

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(6)

(7)

menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,;

pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,;

penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi; dan

penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

lingkup fungsinya.
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6. Bidang Hukum dan Keberatan

a. Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang

pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan
keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak. melakukan
penyiapan perumusan program kegiatan di bidang dana perimbangan dan

lain-lain penerimaan yang sah.

. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf (a), Bidang

Hukum dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyusunanan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa)
dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

(2) penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

(3) penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan
pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

(4) pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib
pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

(5) penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;

(6) penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi
daerah;

(7) pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan

(8) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan
lingkup fungsi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah
berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu

Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.
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2.2

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh)

orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
No. Sumber I:?aya Jumlah Jenis Kelamin
Manusia
LK PR
1 PNS/ASN 69 42 27
2 Honorer 68 29 39
Jumlah 137 71 66
Tabel 2.2
Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan
N Tinakat Pendidik Jumlah Jenis Kelamin
o. ingkat Pendidikan umla LK PR
1 STRATA 2 (S.2) 7 5 2
2 STRATA 1 (S.1) 19 7 12
3 D3 7 5 2
4 SMA 36 25 11
Jumliah 69 42 27
Tabel 2.3
Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan
Jenis Kelamin
No. Pangkat / Golongan Jumlah
LK PR
Pembina Utama Muda /
1 (IV/c) 1 1 0
2 | Pembina Tingkat | / (IV/b) 1 1 0
3 | Pembina/ (IV/a) 2 2 0
4 | Penata Tk.I / (lll/d) 8 3 5
5 | Penata/ (lll/c) 9 5 4
6 | Penata Muda Tk.l / (lli/b) 9 3 6
7 | Penata Muda/ (lll /a) 6 2 4
8 | Pengatur Tk.1/ (Il/d) 16 11 5
9 | Pengatur/ (ll/c) 13 10 3
10 | Pengatur Muda Tk I, / (1I/b) 1 1 0
11 | Pengatur Muda / (ll/a) 3 3 0
Jumlah 69 42 27
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Tabel 2.4
Komposisi ASN berdasarkan Jabatan

Jenis Kelamin

No. | Jabatan Struktural | Jumlah LK PR
1 Eselon |l 1 1 0
2 Eselon Il 5 4 1
3 Eselon IV 10 5 5
4 JFT 5 4 1
5 Staf 48 30 18
Jumlah 69 42 27

2. Aset yang dikelola
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan
fungsi, Kantor Badan Pendapatan DaerahKota Dumai dilengkapi dengan
sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan
dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Distribusi Sarana Penunjang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2020

1 2 3 4
1 | NISAN X-Trail 2018 1
2 | Toyota Hilux 2012 1
3 | Toyota Rush 2012 2
4 | Honda Supra X 2012 2
5 | Honda Mega Pro 2012 1
6 | NISAN EVALIA 2013 1
7 | Kawasaki D-Trackert 150 2013 5
8 | Kawasaki Edge VR 2013 3
9 | Toyota New Rush 2014 3
10 | Kawasaki KLX 150 S 2014 2
11 | Pick Up 2002 1
12 | Honda 2001 4
13 | Honda Blade R Repsol F1 2015 4
14 | Toyota New Rush 2016 1
15 | Honda New Vario 125 ESP-CBS 2016 1
16 | Honda New Supra x 125 cw f1 MMC 2016 1
17 | Mesin Tik 2006 1
18 | Mesin Tik 2003 1
19 [ Mesin Tik 1995 1
20 | Mesin Tik 2004 2
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21 | Mesin Hitung / Kasir 2013 1
22 | Mesin Hitung Uang 2005 1
23 | Mesin Photocopy 2002 1
24 | Mesin Photocopy 2007 1
25 | Mesin Photo Copy 2012 1
26 | Mesin Fotocopy 2010 1
27 | Rak Besi 2004 1
28 | Filing Besi Kabinet 2006 8
29 | Filing Besi Kabinet 2008 1
30 [ Filing Besi Kabinet 2005 7
31 | Filing Besi Kabinet 2004 1
32 | Filing Kabinet 2010 4
33 | Filing Cabinet 2012 1
34 | Filing Kabinet 2013 1
35 | Low Cabinet (Filling Kayu) 2009 1
36 | Brankas 2004 1
37 | Brankas 2006 2
38 | Pengadaan Brankas 2012 1
39 | Lemari Kaca 2007 1
40 | Lemari Kaca 2008 1
41 | Lemari Kaca 2005 2
42 | Mesin Penghancur kertas 2014 1
43 | Papan Nama Instansi 2009 1
44 | Papan nama kantor 2012 1
45 | White Board 2006 1
46 | White Board 2007 1
47 | White Board Panel 2009 1
48 | Paper Cutter ( Pemotong Kertas ) 2006 1
49 | Perforasi 2011 1
50 | Plank Kantor 2011 1
51 | Papan Nama Lapangan (Apel Pagi) 2012 1
52 | Design Struktur Organisasi 2012 1
53 | Pengadaan Running Text 2012 1
54 | Samsung Galaxy Note Il 2012 1
55 | Ipad 2012 1
56 | Pengadaan Perforasi 2013 1
57 | Papan Struktur 2014 1
58 | DUK 2012 1
59 | Lemari Kayu 2008 1
60 | Lemari Kayu 2004 4
61 | Lemari Kayu 2005 3
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62 | Lemari Kayu 2006 2
63 | Lemari Kayu (File) 2009 1
64 | Lemari Gantung (Rak Kayu) 2009 3
65 | Lemari Arsip Dinding 2010 2
66 | Lemari Arsip Biasa 2010 3
67 | Lemari Arsip Gantung 2010 2
68 | Rak Arsip 2010 3
69 | Kursi Ruang Tunggu 2012 1
70 | Meja Rapat 2009 1
71 | Meja Tulis 2005 10
72 | Meja Tulis 2008 3
73 | Meja Tulis 2006 6
74 | Meja Tulis 2000 3
75 | Meja Tulis 2007 2
76 | Meja Loket 2009 1
77 | Meja Tambahan 2005 4
78 | Meja Samping Kepala Dinas 2009 1
79 | Meja Sudut Kepala Dinas 2009 1
80 | Meja Sudut Sekretaris 2009 1
81 | Meja sudut Receptionis 2009 1
82 | Kursi Rapat 2009 1
83 | Kursi Kerja Komputer 1/2 biro 2009 1
84 | Kursi Biasa 2005 14
85 | Kursi Biasa 2003 3
86 | Kursi Biasa 2004 5
87 | Kursi Biasa 2007 4
88 | Kursi Biasa 2006 12
89 | Kursi Biasa 2002 6
90 | Kursi Biasa 2008 4
91 | Bangku tunggu 2009 1
92 | Meja Komputer 2003 1
93 | Meja Komputer 2007 3
94 | Meja Komputer 2008 1
95 | Meja Komputer 2006 3
96 | Meja Komputer 2012 1
97 | Tikar 2008 1
98 | Sofa 2006 2
99 | Sofa 2009 4
100 | Sofa 2012 1
101 | Daun Pintu Alumanium 2009 1
102 | Pemasangan Kaca Ruang Kabid 2009 1
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103 | Sajadah ( lain2 alat rumah tangga ) 2008 1
104 | Kain Sarung + mukenah 2008 1
105 | Sjadah 2008 1
106 | Gantungan Koran 2004 1
107 | Sistem Antrian 2009 1
108 | Dinding Triplex Sungkai dan Sekat + List Profil 2009 1
109 | Pintu Ruang Kabid dan Kunci 2009 1
110 | Besi 2009 1
111 | Kusen Alumanium 2009 1
112 | Partisi Alumanium Kaca Ruang Loket 2009 1
113 | Partisi Alumanium Kaca Ruang Kepala Bidang 2009 1
114 | Pintu Espagnolet 2009 1
115 | Background Counter 2009 1
116 | Reception Counter 2009 1
117 | Karpet 2009 1
118 | Terali 1
119 | Lampu Emergency 2011 1
120 | Senter 2011 1
121 | Tangga 2011 1
122 | Polytank StainLess 2012 1
123 | Pengadaan Meja Pelayanan 2012 1
124 | Kusri kerja 2014 2
125 | - Terali jendela kecil 2010 1
126 | Kulkas 2014 1
127 | AC 2012 2
128 | Ac split 2002 4
129 | Ac split 2008 3
130 | Ac split 2005 1
131 | Ac split 2006 4
132 | Ac split 2007 2
133 | Ac split 2004 1
134 | AC Spilit 2009 3
135 | AC 2010 7
136 | AC 2011 2
137 | Kipas Angin 2007 2
138 | Kipas Angin 2006 2
139 | Kipas Angin 2004 1
140 | AC Tegak 2012 1
141 | Peralatan Dapur 1
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142 | - Cangkir Set 2011 1
143 | - Gelas Minum Berkaki 2011 1
144 | - Asbak 2011 1
145 | - Ceret 2011 1
146 | - Baki (napan) 2011 1
147 | - Garpu makan 2011 1
148 | - Sendok makan 2011 1
149 | - Piring makan 2011 1
150 | - Piring sayur 2011 1
151 | Televisi 2009 1
152 | TV 43 2013 1
153 | Speaker 2007 4
154 | Speaker 2002 2
155 | Speaker 2005 1
156 | Speaker 2006 3
157 | Speaker 2008 1
158 | UPS 2009 5
159 | UPS 2010 7
160 | UPS ICA CS 638 2013 5
161 | IBM SERVER 4 CORE X3650 2013 1
162 | Stabilizer 2009 2
163 | Camera Film (Digital) 2009 1
164 | Dispenser 2007 1
165 | Dispenser 2006 1
166 | Dispenser 2009 1
167 | Dispenser 2011 1
168 | Dispenser 2014 7
169 | Plank Kantor 2014 1
170 | Dispenser 2011 1
171 | Vertikal Blind 2004 1
172 | Lemari Belakang Operator 2009 1
173 | Pengadaan Bunga Taman 2009 1
174 | Palm Regu 2009 1
175 | Cemara Pentris 2009 1
176 | Pet Sicab 2009 1
177 | Agoree 2009 1
178 | Phanik 2009 1
179 | Pat 2009 1
180 | Pot Semen No. 2 2009 1
181 | Rak server 2012 1
182 | Mesin Genset 2013 1
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183 | CAMERA CCTV 2013 1
184 | Tabung Pemadam Kebakaran 2011 1
185 | Komputer Mainframe 2009 1
186 | - Server 2009 1
187 | - Rak Server 2009 1
188 | - Switch 2009 1
189 | - Biaya Instalasi 2009 1
190 | LAN (Local Area Network) 2009 1
191 | - RouterBOARD 433/433AH 2010 2
192 | - Radio Indoor SENAO ECB-3610S 2010 1
193 | PCI Wireless Card EnGenius EPI-3601S 2010 1
194 | Jasa Instalasi 2010 1
195 | Jaringan LAN (Hub 24 Port) 2010 1
196 | Peralatan Jaringan Sistem Informasi 1
197 | - Kabel STP 2010 1
198 | - Kabel UTP 2010 1
199 | - Radio Mikrotik (Router Board 411) 2010 1
200 | - Pemasangan dan Pemindahan Jaringan 2010 1
201 | Kompuer PC unit 2010 8
202 | Komputer PC Unit : 2010 19
203 | Komputer PC unit : 2010 12
204 | - CPU 4
205 | Komputer PC Unit 2011 2
206 | Komputer PC Unit 2012 11
207 | Pengadaan Komputer 2012 1
208 | Komputer PC 2013 31
209 | Komputer 2014 4
210 | Komputer Pc 2014 1
211 | Belanja Pengadaan Komputer/PC 2012 1
212 | Laptop 2009 8
213 | Laptop 2012 1
214 | Laptop 2014 3
215 | Komputer Note Book 2011 2
216 | Note Book 2012 1
217 | Komputer Note Book 2013 7
218 | Tablet PC 2011 1
219 | CPU 2006 4
220 | CPU 2003 2
221 | CPU 2007 2
222 | CPU 2008 1
223 | CPU 2002 1
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224 | CPU 2005 1
225 | CPU 2004 1
226 | Eksternal Hard Disk 2009 2
227 | Keyboard 2008 1
228 | Keyboard 2005 4
229 | Keyboard 2006 3
230 | Keyboard 2002 1
231 | Keyboard 2007 4
232 | Keyboard 2004 1
233 | UPS 2006 4
234 | UPS 2005 1
235 | UPS 2007 3
236 | Stabiliser 2007 2
237 | Stabiliser 2008 1
238 | hardware 2013 1
239 | Alat-alat Survey dan Pemetaan 2013 1
240 | UPS 2014 7
241 | Software 2014 1
242 | UPS 2012 2
243 | Printer 2005 7
244 | Printer 2006 3
245 | Printer 2007 4
246 | Printer 2008 3
247 | Printer 2003 2
248 | Printer 2004 1
249 | Printer 2013 6
250 | Printer 2014 6
251 | Pengadaan Scanner 2012 1
252 | Adaptor 2011 2
253 | Wireless-N 2011 1
254 | Router Board 2011 1
255 | Server Gateways SMS 2011 1
256 | Monitor 2005 3
257 | Monitor 2006 4
258 | Monitor 2003 3
259 | Monitor 2007 3
260 | Monitor 2004 1
261 | Monitor 2008 1
262 | Printer 2009 18
263 | Printer 2010 19
264 | Printer 2011 3
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265 | Pengadaan Printer 2012 2
266 | Mouse 2006 3
267 | Mouse 2008 2
268 | Mouse 2003 1
269 | Mouse 2005 2
270 | Mouse 2007 5
271 | Mouse 2004 1
272 | Mouse 2009 1
273 | Mouse 2009 1
274 | Flash Disk 2009 1
275 | Server 2007 1
276 | Server Branded 2009 1
277 | Aplikasi SIMPATDA 2010 1
278 | Server (Buil Up) Type x3200 M2 2010 1
279 | Windows Server 2003 (25 user) 2010 1
280 | Windows 7 2010 1
281 | Visual Foxpro 2010 1
282 | - Server 1
283 | Pengadaan Server Website Dispenda 2013 1
284 | Peralatan Jaringan Komputer (Server) 2013 1
285 | DVD-RW Media 2009 1
286 | Software 2009 2
287 | Operating System Windows Server 2003 Enterprise 2009 1
288 | Operating System Windows Server 2003 R2 2009 1
289 | Peralatan Jaringan Komputer 1
290 | - Antena Wireless LAN 2009 2
291 | - Surge Protection Radio 2009 1
292 | - Switch 2009 1
293 | - Structure Cabling 2009 1
294 | - Electric point 2009 1
295 | - Material Support 2009 1
296 | Peralatan Jaringan Komputer 1
297 | - Surge Protection Radio 2009 1
298 | - Switch 2009 1
299 | - Structure Cabling Dinas 2009 1
300 | - Light Grounding Cable Electronik 2009 1
301 | - Electric point 2009 1
302 | Anti Virus 2010 1
303 | Peralatan Jaringan Komputer 1
304 | - Antena Omni, Cable dan Instalasi 2010 1
305 | - Cable STP/Roll 2010 2
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306 | - Connector RJ45/Box 2010 1
307 | - Bandwidth Internet 1
308 | Pengadaan Peralatan jaringan Komputer 2012 1
309 | Anti petir 2014 6
310 | Meja Kerja (Kadis) 2009 1
311 | Meja Kerja (Sekrt) 2009 1
312 | Meja kerja Kepala Dinas 2012 1
313 | Meja Kerja 2009 24
314 | Pengadaan Meja Kerja 2012 1
315 | Meja Rapat Bulat Kadis 2009 1
316 | Meja Rapat Bulat Kabid 2009 1
317 | Meja Sofa Kepala Dinas 2009 1
318 | Meja Operator (Non Gaji) 2009 1
319 | Meja Operator 2009 1
320 | Meja Rapat Sekretaris (LL) 2009 1
321 | Kursi Kerja (Kadis/Es. Il) 2009 1
322 | Kursi Kerja (Sekrt/Es.llI) 2009 1
323 | Kursi kerja Kepala Dinas 2012 1
324 | Kursi Kerja 2009 22
325 | Kursi Operator 2009 1
326 | Kursi Recepsionis 2009 1
327 | Kursi Hadap (Kadis) 2009 1
328 | Kursi Hadap (Sekrt) 2009 1
329 | Kursi Hadap 2009 14
330 | Lemari Arsip 2009 7
331 | Almari Arsip 2012 2
332 | Lemari Buku 2007 1
333 | Bofet Kaca 2006 1
334 | Credenza Kepala Dinas 2009 1
335 | Credenza Sekretaris 2009 1
336 | Credenza Kepala Bidang 2009 1
337 | Koreksi Pencatatan Pembulatan 2009 1
338 | Mesin Hitung PROMAXY BCM 100 2015 1
339 | Mesin Hitung SECURE LD 26 2015 1
340 | Tiang dan Umbul-umbul 2015 1
341 | PC LENOVO C260 2015 2
342 | PC LENOVO N300 All In One 2015 2
343 | Laptop 2015 1
344 | Printer 2015 1
345 | PRINTER Laser Jet HP 1102 2015 2
346 | PRINTER Fuji Xerox DPM 1157 2015 2
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347 | PC Lenovo IDEA 2016 1
348 | Komputer PC S/N: 605INU28534 2016 1
349 | Mini PC Server Antrian 2016 1
350 | PC Linovo All In One 2016 1
351 | Laptop LENOVO Yoga 500-14 ISK 2016 1
352 | Printer EPSON L220 2016 1
353 | Printer HP Laser Jet Pro CP1025 2016 1
354 | Printer LQ 590 2016 1
355 | Thermal/Printer EPPOS 2016 1
356 | Dispenser Miyako WD-389HC 2016 1
357 | Speaker Antrian 2016 1
358 | TV Nomor Antrian 2016 1
359 | CCTV Gedung Baru 2016 1
360 | Rak Server ABBA 19"42U 2016 1
361 | Lemari Arsip Mobile File Alba 201 2016 1
362 | Mesin Tik Elektronik 2016 1
363 | Mesin Filling Kabinet Lion 2016 1
364 | Mesin Pengancur Kertas Sercure 2016 1
365 | Pengadaan Rise Floor Ruang Server 2016 1
366 | Rak Buku 2016 1
367 | Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro HVL 2016 1
368 | Meja Kerja Pejabat Meja 1 Biro HVL 2016 1
369 | Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro HVL 2016 1
370 | Meja Kerja Meja 1/2 Biro HVL 2016 1
371 | Kursi Pejabat dan Staff 2016 1
372 | KVM Aten 2016 1
373 | Gorden Kantor 2016 1
374 | Server Hp Prolient DL 320 2016 1
375 | AC 1PK 2016 9
376 | AC 2 PK 2016 7
377 | Tiang Speaker 2004 1
378 | Kamera digital 2011 1
379 | Handycam 2012 1
380 [ 1 Set sound system 2012 1
381 | Speaker bmb cs 2012 1
382 | Amplifilier BMB 2012 1
383 | Power Mixer 4 Chanel 2012 1
384 | Mic Black spider 2012 1
385 | Meting Mic 2012 1
386 | Televisi 2012 1
387 | DVD samsung 2012 1
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388 | Reciefer Parabola 2012 1
389 | Kanera Pocket 1
390 | Camera 2013 4
391 | Pernuma Office Electrik Perforator 2010 1
392 | Microphone 2006 1
393 | Pesawat Telephone 2004 1
394 | Miropon Wiereles 2011 1
395 | Sound system Wireles 2004 1
396 | Intermadiate Telephone 2009 1
397 | Pesawat Telephone 2009 1
398 | Fascmile 2006 2
399 | Facsimile 2004 1
400 [ INFOCUS 134 UST 2015 1
401 | Pengadaan HT Motorola 2016 2
402 | Kamera Digital Sony 2016 1
403 | Bangunan Gedung 2016 1
404 | Pembangunan dan Pemasangan 2013 1
405 | Fasilitasi Umur Kantor 2010 1
406 | Pembuatan Parkir 2010 1
407 | Pembuatan Toilet 2012 1
408 | Pembuatan Taman 2012 1
409 | Pembuatan Konopi 2012 1
410 | -Perbaikan atap dan pengecatan dinding 2012 1
411 | Pembangunan Gudang 2013 1
412 | Pembangunan Septic Tank 2013 1
413 | Pengadaan Kontruksi Wadah Informasi 2013 1
414 | Rehap Gedung Kantor 2013 1
415 | Gedung Kantor 2013 1
416 | Pekerjaan Interior ruang rapat kantor 2014 1
417 | -pembuatan kantin 2009 1
418 | Bangunan Menara Radio 2009 3
419 Pembangunan Kantor/ Badan Pengelolaan Keuangan 2015 1
daerah
420 | Rehap Gedung Kantor 2015 1
421 | Semi Permanen Include 2015 1
422 | Rumah Ganset 2015 1
423 | Kerangkeng Kendaraan Dinas 2015 1
424 | Rehap Atap Kantor 2015 1
425 | Pemeliharaan Gedung & Bangunan 2015 1
426 | Bangunan Gedung Kantor Belakang 2015 1
427 | penambahan 2015 2015 1
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428 | Talang Air 2009 1
429 | Instalasi Listrik Gedung 2011 1
430 | Pem.Kontruksi Pagar Kantor 2016 1
431 | - honorarium Pantia dan pengawas lapangan 2016 1
432 | - jasa konsultan pengawasan 2016 1
433 | Pembangunan Halaman Parkir 2016 1
434 | - jasa konsultan pengawasan 2016 1
435 | Pemasangan Kanopi Parkir 2016 1
436 | - jasa konsultan perencanaan 2016 1
437 | Konstruksi wadah informasi (Papan Informasi digital) 2014 1
438 | Bangunan Air / irigasi 2004 1
439 | Pengadaan Tower Air 2004 1
440 | PLTD Kapasitas Kecil ( Genset ) 2004 2
441 | Instalasi 2004 1
JUMLAH 916
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2.3

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diikuti dengan keluarnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, maka mulai saat ini
Pengelolaan keuangan daerah kota Dumai telah mempedomani kedua
peraturan perundang-undangan tersebut disamping peraturan lainnya.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai
merupakan manifestasi dari hasil musyawarah yang sekaligus
merupakan harapan dari masyarakat Kota Dumai. Sejalan dengan
pernyataan kebijakan ekonomi nasional maupun Provinsi Riau, maka
upaya-upaya peningkatan perekonomian Kota Dumai diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi
pemerataan agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang
mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan. pertumbuhan
ekonomi tersebut, diwujudkan melalui usaha mengembangkan sektor
jasa, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertanian
agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi
makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya
secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi
bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting
dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan
(policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)

antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
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Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Indikator Kinerja Sesuai Target  Target Renstra Perangkat Daerah S
. arge : Realisasi Capaian Tahun
Tugas dan Fungsi : Target IKK Indikator Tahun
Perangkat Daerah ' Lainnya
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

heningkatkan Penerimaan Persentase PAD terhadap

; i3 17 18 19 20 18 22 23 2 0
Pajak Daerah Pendapatan

Persentase Peningkatan Penerimaan

, 39 40 42 44 46 a0 36 46 a4 4
Pajak Daerah terhadap PAD

Persentase Peningkatan Pajak

11 44 0 a0 a0 109 103 110 109 105
Daerah packa Bapenda

Sumber : Bapenda Kota Dumai
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2016

121

103

590

Rasio Capaian Tahun

2017

132

83

234

2018

127

109

157

2019

116

110

136

2020

133

93

116



Dimana Rasio Capaian Kinerja Pelayanan dapat diukur dengan :

. .. Realisasi Capaian
Rasio Efektivitas = x 100 %
Target Renstra

Kriteria Efektivitas Kinerja Pelayanan

PersantaseKinerja Pelayanan ( % ) Kriteria

Di atas 100 Sangat Efektif
100 Efektif

90 - 99 Cukup Efektif
75 -89 Kurang Efektif
Di bawah 75 Tidak Efektif

Berdasarkan analisis rasio Efektivitas yang diuraikan diatas

maka dapat dijelaskan sebagaiberikut :

1.

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka Kinerja Pelayanan
dikatakan sangat efektif

Jika hasil pencapaian 100%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan
efektif

Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka Kinerja Pelayanan
dikatakan cukup efektif

Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan
kurang efektif

Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka Kinerja dikatakan tidak
efektif.
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Uraian

Program Pelaiyanan Aiiistasl Perkantoran

Program Peringfatan Sarana dan Prasarana Aparair
Pragtam Peringkatan Disln Aperaty

Program Peninghetan Kapastss Sumber Daya Aparalr

Prorat Peninghetan Peroembianyan sidem Pelanoran
Capaian e tan Kelangen

Praean Peringatan dan Pengemfiangan pengelokan
Heldargan darah

Sumber : Bapenda Kota Dumai

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Anggaran pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
T9R025.796  ST51.300.100  40R6495.705 3529000000 3654000000
1539130000 898230000 1478660000 2170000000 1.570.000.000

100000000 100.000.000
6500000 179010000 2WTETHN  24B000000 245000000

126508600 191962900 263260800 450000000 450,000,000

950060006 SOR1AI2TIZ  BAGOTI0365 764000000 79041000000

Sy
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2016

4503 431,564
454,735,000
189 440 946
189480946

126,508 600

414602378

Realisasi Anggaran pada Tahun

17

3 566,686 590
§47 277 465

43820604

190,024 400

4FTL1T 662

2018

J38T #9080
1103 296.100

156.900.000

197 417000

BATE A2 664

2019

LRBA0TTTS
460,296,340

221 500000

22924

3

BT 413840

Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran

2I0R0N0AM  WE Wy w7
M224606 W5 WE BT

L130000 0E B4 665
1TA430.900 1000 %0 750

JTOTAGTHG 86 TRH 6ad

89
4

04

!

i

fo

!

T4
29

19

!

3

475

!

Rata - rata

pertumbuhan
020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

-£5%%
435%

1242%

3

1237

-11,98%
13,68%
-100,00%
-B,03%

§36%

244%



Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanjadengan total anggaran belanja :

, .. . Realisasi Belanja
Rasio Efisiensi = — x 100 %
Anggaran Belanja

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

PersantaseKinerjaKeuangan ( % ) Kriteria
Di atas 100 Tidak Efisien
90 -100 Kurang Efisien
80-90 Cukup Efisien
60 — 80 Efisien

Di bawah60 Sangat Efisien

Berdasarkan analisis rasio Efisiensi yang diuraikan diatas maka

dapat dijelakan sebagai berikut :

1.

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja
dikatakan tidak efisien.

Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja
dikatakan kurangefisien

Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja
dikatakan cukupefisien.

Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja
dikatakanefisien.

Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja

dikatakan sangat efisien.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian

target kinerja, yaitu:

1)

Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum
yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional
Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, yang
dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk
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melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

Sumber Daya Manusia : kuantitas sumber daya manusia di bidang
pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal
pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB karena jumlah
pegawai belum sepenuhnya cukup dalam mengatasi permasalahan
di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kuantitas
SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang
pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan
Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut.
Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Badan
Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru
sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan

fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Badan
Pendapatan Daerah baru menerapkan sistem on line sehingga
menyulitkan dalam hal koordinasi, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pancapaian

sasaran outcome di masa yang akandatang adalah :

a.

Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi
mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :

= Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya
dengan potensi Pendapatan Daerah;

» Mengintensitkan Potensi daerah yang ada, melalui :

- Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang
Pendapatan Daerah;
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- Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan

kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.

c. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan
internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan

minimal.

d. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada
kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk
mengikut sertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia,
namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan
Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan
dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar
Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang

ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;

e. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya
dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk
mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset

dan kekayaan pemerintah dengan menganut prinsip :

(1) Tidak memberatkan masyarakat

(2) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari
pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak,

(3) Tidak merusak lingkungan

(4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan,

(5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.
Dibawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kota Dumai dari
tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.
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Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b. Dana Transfer, yang meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
terdiri dari : Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID). Dan Pendapatan
Transfer Antar Daerah seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, Bantuan

Keuangan Pemerintah Provinsi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan
Kota Dumai diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar
Rp. 192.760.175.685,61,- dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) selama periode 2016-2020 sebesar 10,08% maka pada
tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai meningkat menjadi
sebesar Rp. 377.548.107.531,20,-

Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai dalam
kurun waktu 2016-2020 dapat di tampilkan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai
Tahun 2016-2020

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH [ PAD )

2017 2018 2019
I PENDAPATAN ASLI DAERAH 192.760.175.685,61 265.472.760.817,81 279.654.914.441,64 291.620.030.783,75 377.548.107.531,02
1 Pajak Daerah 77.259.466.863,00 94933 765.288,91 127.964.097 21600 141.14974532100 165259804847 00
2  Retribuei Daerah 25.260.371.7260,00  35.859.444250,00  30677.523.061,00 3110135082700  32.672.832.980,00
Hagil Perugahaan Daerab dan Hasil
3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 308.686.571,00 1.626.568.826,00 2.189.648.098,00 2.342.756.372,00 1.242.457.348,00
Dipizgahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah 5932565012561 132992952452,90 118.823.640066,64 117.026174.663,75 178.373.012.3%6,02

Sumber : Data Realisasi Pendapatan 2016-2019 (audited BPK)
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Dalam capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai kurun waktu
2016-2020 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah terjadi kenaikan tahun 2016 sebesar Rp.
89.325.650.125,61,- menjadi Rp. 178.373.012.356,02,- sampai dengan tahun 2020
atau rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 10,38%.

Grafik 2.1
Realisasi Komponen Pendapatan Asli daerah
Tahun 2016-2020

Sumber : Bapenda Kota Dumai

Salah satu indikator kinerja optimalisasi penerimaan daerah adalah
peningkatan PAD. Berikut disajikan tabel 2.9 yang menggambarkan target dan
realisasi PAD Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan
Desember 2020 :
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Tabel 2.9
Target Dan Realisasi PAD TA. 2010-2020

Realisas=i
1 2010 ot 071,932, 054,00 o0, 704,709, 625,32 103,00%
2 2011 A0, 220,907, 285,00 112.391,.899,020,55 141 ,00%
2 2012 91.756.632.756,18 115.295.704. 130,44 126,00%
S 2013 149 241, 201,473,225 157,466,165, 080,85 105,51%
i 2014 150,343, 843, 003 50 152,223,679, 194,87 102,00%
& 2015 169 847, 584, 252,00 162,.535.866.589,79 95,5695%0
7 2016 1542 351, 6858,061,00 192, 760,175.685,61 103,71%
& 2017 254,152, 850,400,285 265,472, 700,817 .81 100,50%
9 201& 245 209,400, 125,50 279.654.914. 441,64 114,00%:
10 2019 2585 564,474, 752,00 291, 620,030,785,75  102,34%94
il 2020 335,378,018, 5821 49 S e Sl i ] e 112,57%0

Sumber : Bapenda Kota Dumai

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD dari tahun
2010-2020 relatif melebihi target, untuk tahun 2010 tercapai 103%, tahun 2011
tercapai 141%, tahun 2012 tercapai 126%, tahun 2013 tercapai 106%, tahun 2014
tercapai 102% namun tahun 2015 tidak mencapai target yaitu hanya sebesar
95,69%. Tidak tercapainya target pada tahun 2015 disebabkan karena reliasasi
dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah daerah belum maksimal jika
dibandingkan dengan potensi pajak dan retribusi yang ada. Pada Tahun 2016 dan
2017 realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 105,71% dan
100,50%, dan pada Tahun 2018 tercapai sebesar 114,00%, tahun 2019 sebesar
102,84% dan Tahun 2020 tercapai sebesar 112,57%.

Untuk melihat kontribusi Realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan,
berikut disajikan Tabel 2.5 Realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah
Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2010 s/d bulan Desember 2020 :
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Tabel 2.10
Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan
TA. 2010-2020 (rupiah)

Pijzlf:f;n Realisasi PAD

1 D10 T 273,563 156,75 55 704 709 523,32 T.ab%s
=2 2011 a7 0235 429 695, 56 113,391 2899 020 55 11.73%%
3 2012 1. 020,451 024 145 94 115.35395. 704, 150 44 10 5295
Fa | 2013 1 02235394 912 257 55 157 455, 165 080 25 14, 479%
5 2014 1 260 570 662, 220,15 153,223, 679,194 27 12, 16%%5
& 2015 Qa5 3237 . 590 6602 93 162 535 2B66. 529,79 16, 24%%5
T 21a 1 062 040 945 926 12 192 7a0 175 685,61 12,15%%:
8 2017 1. 125013 276 651,21 265 472 Tao 217 21 22 0
= 2018 1. 225 295 405 097 57 279 554,914 441 &4 PR S
10 2019 1.326.357 . 465,590 53 291 820 030, 723,75 21,99%%
11 2020 1.423 5283 635, 370,02 S77.542 107 531,02 25, 52

Rata - rata 16,.85%0

Sumber : Bapenda Kota Dumai Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total
pendapatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 16.88%. Hal ini
menunjukan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang berasal dari
pusat masih dominan dalam APBD Kota Dumai.

Adapun Kapasitas Fiskal Kota Dumai dari Tahun 2010-2020 adalah sebagai
berikut :

KFD = 24D
TPD
KFD = Kapasitas Fiskal Daerah
TPD = Total Penerimaan Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

2017 = 0,203908
2016 = 0,152464
2015 = 0.155408

2014 = 0.119531
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2013 = 0.138137
2012 = 0.090522
2011 = 0,089085
2010 = 0,071723

Dari nilai kapasitas fiskal daerah kota Dumai dari tahun 2013-2020, maka
dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal

terutama pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya
meningkatkan PAD adalah :
1. Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
2. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD,;
3. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana
pelayanan;
4. Menentukan ulang hitungan besaran basis pajak sesuai dengan peruntukan

wilayah;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelolaan keuangan dan aset
Pemerintah Kota Dumai merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaran
pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan vyang
berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam
mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders.
Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan
cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk
layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Dalam periode lima tahun kedepan, dengan dimulai tahun 2022 sampai
dengan 2026, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berupaya untuk optimalisasi
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah melalui peningkatan kapasitas
SDM vyang tepat dan berbasis kompetensi sehingga aparatur pengelolaan
keuangan dan aset daerah memiliki pemahaman konsep regulasi yang matang dan

memiliki kemampuan teknis implementasi yang memadai. Telah terintegrasinya
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sistem perencanaan dengan sistem keuangan mendorong proses pengawasan dan

pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan

Pendapatan Daerah Kota Dumai, adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

a. Perubahan regulasi yang dinamis;

b. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan
daerah dan aset daerah;

c. Pendataan dan penilaian aset yang masih belum terselesaikan;

d. Terbatasnya sumber daya manusia (sdm) baik dari segi kuantitas maupun
kualitas;

e. Transparansi informasi keuangan dan aset daerah.

2. Peluang

a. Penyusunan produk hukum daerah dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan aset daerah;

b. Pencapaian prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun
berturut-turut dari tahun 2019 s/d 2021;

c. Penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu sesuai dengan regulasi;

d. Optimalisasi pelayanan perbendaharaan yang cepat dan sesuai aturan;

e. Pelayanan perbendaharaan daerah yang cepat dan efesien;

f. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan
daerah dan aset daerah;

g. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang masih bisa dikembangkan;

h. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dalam upaya
mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

i. Efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dan aset daerah;

j- Pendataan dan penilaian aset yang berkesinambungan serta di dukung dengan
anggaran yang cukup;

k. Penyebarluasan informasi anggaran daerah kepada masyarakat umum.
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BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan di daerah,
terutama dalam perwujudan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan
bertanggung jawab. Untuk pelaksanaan tersebut sesuai dengan pengertiannya
dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya, sumber dana yang
berasal dari Pendapatan Daerah merupakan faktor yang menentukan.

Faktor yang menentukan tersebut, apabila diamati di dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan
daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan dapat
dilihat dari berbagai aspek.

Disamping mewujudkan administrasi pembangunan dengan baik,
pemerintah juga dituntut agar dapat mewujudkan pembangunan administrasi, yang
salah satunya adalah pembangunan administrasi di bidang Pendapatan Daerah.
Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan tertib administrasi dan memudahkan
pengendalian operasional.

Dari sisi ekonomi, hal tersebut diatas juga turut mendukung dan melatar
belakangi perlunya pembangunan administrasi Pendapatan Daerah. Sebab, dalam
pengelolaan Pendapatan daerah, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara
optimal dari berbagai faktor, seperti personil, dana, sarana dan metode guna
meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dari sisi yuridis, dituntut adanya keseragaman pengertian dan penerapan
administrasi Pendapatan Daerah tersebut secara regional maupun nasional. Hal
tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan kesatuan pengertian dan
penerapan terhadap ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Pendapatan Daerah.
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Cakupan tugas Pendapatan Daerah lebih diarahkan pada penyelenggaraan
penghimpunan sumber pendapatan, baik dilihat dari sistem pemungutan maupun
tata laksana pemungutannya serta kegiatan lain yang mendukung kegiatan
penghimpunan dimaksud. Upaya penghimpunan sumber dana tersebut diutamakan
pada sektor

Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat kelompok sumber ini adalah
kelompok yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Oleh karena biaya yang diperlukan
akan dicakupi dari kelompok ini, maka disamping untuk penyelenggaraan
pemungutannya sendiri, diperlukan perhatian yang sunguh-sungguh dan terus

menerus demi terhimpunnya sumber dana tersebut sesuai yang ditargetkan.

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kota Dumai

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tidak sedikit
permasalahan kelembagaan yang muncul akibat lemahnya instrumen otonomi
daerah itu sendiri dan terjadinya mis-interpretasi dari masing-masing elemen
pelaksana otonomi daerah, misalnya antara lain munculnya euforia lemahnya
kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi itu

sendiri.

Berkaitan dengan itu Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel.3.1.
dibawah ini :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah
No. Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3)

Belum terlaksananya  Analisis Belum adanya tenaga Analis

1 Kajian Potensi PAD Kota Dumai Eerka't. dengan potensi PAD Kota
umai
Kurangnya Sumber Daya

Belum optimalnya pengelolaan
2. | Pendapatan Asli Daerah Kota
Dumai

Manusia, Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Pajak Daerah yang
berkualitas
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Masih kurangnya sumber daya
manusia aparatur yang
3. | membidangi masalah keuangan
baik dari segi kualitas maupun segi
jumlah

Kurangnya Pendidikan dan
Pelatihan Formal Pajak Daerah

Jumlah retribusi daerah selama
4. | tahun 2017-2022 menurun sebesar
0,02%

Pengelolaan penerimaan retribusi
yang tidak optimal

Menurunnya kontribusi retribusi ) , ,
5 | daerah terhadap Pendapatan Asli Pengelolaan penerimaan retribusi
: o o yang tidak optimal

aera

3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang
menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen
seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan
melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi
rancangan Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota
Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Adapun Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi RPJMN adalah “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong

Royong”.

Sedangkan RPJMD Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau 2019-2024 dengan Visi : “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat
Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang
Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025".

Mengacu kepada kedua Visi RPJMN dan Visi RPJMD Propinsi Riau serta
memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun
2021-2026, adalah sebagai berikut :
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“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri
yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu:

1.

Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari
kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera
dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan
bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor

pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat
Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota
Dumai" dengan cara menjabarkan nilai- nilai budayanya sebagai inspirasi dan
dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan

dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk
pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang
realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator- indikator yang telah

ditetapkan.

Adapun Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi

pembangunan di atas adalah :

1.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan

bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;

. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu;

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan

bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai

kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang

kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative
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(persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja
dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha kecil
dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai
kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi kegiatan industri dan
kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak
ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil

dan menengah yang berbasis lokal

diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan
ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan

pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan
inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga
diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi
masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam
masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan
produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama
antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta)

dalam rangka percepatan pembangunan

ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi
yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari

sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang
komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program
perlindungan  sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar,
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan
yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan.

aZ - BA



Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam
pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif,
terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang
inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing

global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang
memiliki kualitas iman dan tagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan
tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek
pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan,

dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan
Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan
teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui
pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi
guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan
peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-
putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun
agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar
negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun

Kota Dumai

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan
pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai
sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara
komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari
berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk
dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah
Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan
budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya
Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya

suku-suku daerah lainnya.
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Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik
merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka
menciptakan kenyaman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota
Dumai  sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi

masyarakat (Liveable).

Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas
orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara
ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota
Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat
guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan

dan industry (Investability dan Visitablity).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih;
penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas
umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus
adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan.
Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan bagi dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota
Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang
memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan

internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan
sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan
secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan
sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas
kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatkan kesadaran akan kualias
lingkunganhidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota
Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan

keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Kepemerintahan daerah yang baik
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Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan
profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang
sekarang ada akan diperbaiki secara sistematik dengan meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem
pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang
telah disepakati, maka Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi
permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kota Dumai selama kurun
waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
b. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai

c. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah

keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
d. Jumlah retribusi daerah selama tahun 2017-2022 menurun sebesar 0,02%.

e. Menurunnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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Perubahan Rencana Stategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota
Dumai Tahun 2021-2026 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi
pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 4 (empat)
Misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5

(lima) tahun mendatang. Tujuan Pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera
dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat

kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator
keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
PDRB perkapita;

b. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator

keberhasilan yaitu Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator keberhasilan
adalah skor pola pangan harapan. Adapun sasaran pembangunan dari tujuan

ini adalah :

a. Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan

yaitu ketersediaan pangan utama.

3. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera
dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM).

Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
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Perubahan Rencana Stategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator

keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan;

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan

indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan;

Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan

indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran.

4. Mewujudkan infrastrtuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan

5.

berwawasan lingkungan dengan indikator kerberhasilan adalah Indeks

Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun

sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :

a.

Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan vyaitu
Persentase jalan dalam kondisi baik; Luas wilayah Kawasan Banijir
Perkotaan; Luas Kawasan Kumuh dan Cakupan pelayanan air bersih dan

luas wilayah dengan penerangan jalan umum;

Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator
keberhasilan yaitu Persentase pemanfaan ruang yang sesuai dengan

aturan;

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu

Indeks kualitas lingkungan Hidup dan Cakupan pelayanan persampahan;

Meningkatnya pelayanan kebencanaan dengan indikator keberhasilan yaitu

Response time rate kejadian bencana.

Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan indikator kerberhasilan adalah

Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan

ini adalah :

a.

Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabiltas Pemerintah Daerah
dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini
BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Indeks layanan
SPBE.
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Rencana Stategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai

bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas

pokok dan fungsi, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja ke dalam
Tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai

PENJELASAN/ TARGET Kondisi
INDIKATOR SATUAN FORMULA Kinerja
RIRERE PERHITUNGAN PECI
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |Tahun 2026
Persentase PAD PAD/
terhadap % Pendapatan x 30 31 32 33 34 34
Pendapatan 100 %
Sasaran : Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah
TARGET
Kondisi
PENJELASAN/ —
'NK?,[I’E%%R SATUAN|  FORMULA I
PERHITUNGAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 pada
Tahun 2026
Persentase Pajak
Daerah terhadap Pajak Daerah/
Pendapatan Asli % PAD x 100 % 51 52 53 54 54 54
Daerah (PAD)
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen
strategis yang menggambarkan visi, misi, serta tujuan jangka menengah perangkat
daerah. Dalam merancang Renstra, perlu diperhatikan strategi dan arah kebijakan
yang akan menjadi panduan dalam mencapai tujuan strategis tersebut. Dalam
konteks ini, formulasi strategi dan arah kebijakan memegang peranan penting
dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja

dan pelayanan perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi dalam Renstra perangkat
daerah menjadi landasan untuk mencapai tujuan strategis. Dengan merumuskan
strategi yang tepat dan kebijakan yang mendukung, perangkat daerah dapat
menjawab tuntutan dan harapan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
Sinergi antara berbagai komponen strategi dan kebijakan akan memastikan
kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dan
perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Kemudian arah kebijakan memberikan
dasar untuk merancang kebijakan operasional, memandu alokasi sumber daya,
dan mengukur kemajuan suatu Perangkat Daerah. Arah kebijakan yang baik
memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dan tindakan

organisasional.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan
dalam periode 5 (lima) tahun, selama tahun 2021 s/d 2026 kedepan dalam rangka
pencapaian sasaran dan tujuan Badan Pendapatan Daerah kota Dumai adalah

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi

Misi IV

Tujuan

Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan

Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik

Sasaran

Tercapainya
Penerimaan

Pajak Daerah

Strategi

Peningkatan
Transparansi
dan
Akuntabilitas

Optimalisasi
Pendapatan

Pajak Daerah

Peningkatan
Efisiensi dan
Efektivitas

Pengelolaan

Pajak Daerah

Arah Kebijakan

. Pengembangan Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

. Meningkatkan Pengawasan Internal dan

Eksternal

. Meningkatkan Partisipasi Publik dan

Pengawasan Masyarakat

. Pemetaan Potensi dan Peningkatan Basis

Pajak Daerah

. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan

Pajak Daerah

. Pengendalian, Pemeriksaan dan

Pengawasan Pajak Daerah

. Peningkatan Penggunaan Teknologi dan

Sistem Informasi

. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
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6.1

6.2

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah
dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2021-
2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program
maupun kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis
bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan
sebagai masukan maupun taget keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan

hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
merupakan rangkaian perencanaan dari penjabaran Visi, Misi, Strategi dan
Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan penganggaran
program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN atau sumber
pendanaan lain yang sah.

Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
disesuaikan dengan bidang-bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat
dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), serta mengacu pada Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.
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Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program
prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang
diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas
yang disertai dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan diharapkan akan dapat
dicapai selama lima tahun. Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan

kapasitas keuangan daerah

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang
dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan

kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak

tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta
dilakukan pada identifikasi permasalahan berikut Tabel 6.1 memberikan rincian
rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai untuk periode 2021-2026.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja yang akan
diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun, selama tahun 2021 s/d 2026
kedepan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan Badan Pendapatan Daerah
kota Dumai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pencapaian Target
e PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Kota
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Persentase Realisasi Pajak Daerah
e Daerah terhadap Target pajak Daerah
5.02.04.2.01.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jur_nlah Dokumen Rencana Pengelolaan
Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah
5.02.04.2.01.2 | Daerah, serta Penyusunan Kebijakan serta Pengembangan Pajak Daerah dan
Pajak Daerah. Kebijakan Pajak Daerah
502042013 | Fenyuluhandan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan
e e Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak
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Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan

5.02.04.2.01.4 Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah
. . Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan
5.02.04.2.01.5 gggf:;aa” dan Pendaftaran Objek Pajak | poaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Waijib Pajak Daerah
Penaolahan. Pemeliharaan. dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
5.02.04.2.01.6 g S . Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah :
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
502.04.2.01.7 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP
e Bea Perolehan Hak atas Tanah dan nya
Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak

Daerah

5.02.04.2.01.10

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
Pajak Daerah

Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang
Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

5.02.04.2.01.11

Penagihan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Penagihan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.12

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian
Keberatan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.13

Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta
Pengendalian dan Pengawasan Pajak
Daerah

5.02.04.2.01.14

Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

5.02.04.2.01.15

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Persentase penunjang urusan

5.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan unsur penunjang keuangan
KABUPATEN/KOTA (BAPENDA)
Perencanaan, Penganggaran, dan < Bl ol eI [ (s hze
5.02.01.2.01 ces . ’ penganggaran dan evaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
5.02.01.2.01.1
Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
5.02.01.2.01.2 RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.3 Perubahan RKA-SK){DD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
5.02.01.2.01.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.5 y dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

DPA-SKPD

Dokumen Perubahan DPA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

5.02.01.2.01.6 | Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Koordinasi P L Capai
Kinerja SKPD oordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah E')“m'ah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
aerah
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen administrasi keuangan
5.02.01.2.02
Daerah perangkat daerah
5.02.01.2.021 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sumiah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
502012025 Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
e Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
502.01.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
e e Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- . - Jumlah Laporan Pengelolaan
5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
502.01.2.03.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
e e pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat | Jumlah Pembinaan Kepegawaian
5.02.01.2.05
Daerah Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
5.02.01.2.05.1 o . o .
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
5.02.01.2.05.2 .
Atribut Kelengkapannya Kelengkapan
- . : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
5.02.01.2.05.9 | pendidikan dan Pelatihan Pegawai Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;
Pelatihan
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah LD e /- T el
Perangkat Daerah
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi
5.02.01.2.06.1 Plenyed|aan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor o
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
5.02.01.2.06.2 L
Kantor Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan
502.01.2.065 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
e e Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
5.02.01.2.06.6 y Peraturan Perundang-Undangan yang
Peraturan Perundang-undangan o
Disediakan
5.02.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
e e Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang
5.02.01.2.07 Pengaflaan ST I I?aerah Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .
Pemerintah Daerah
502.01.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional

Operasional atau Lapangan

atau Lapangan yang Disediakan
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5.02.01.2.07.5 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
502.012.07.6 Pelngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah_Umlt Peralatan dan Mesin Lainnya
Lainnya yang Disediakan
5.02.01.2.07.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
e Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa
e Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
5.02.01.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat
. . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5.02.012.082 | enyediaan JasaKomunikasi, Sumber | o hiaci Sumber Daya Air dan Listrik
Daya Air dan Listrik oo
yang Disediakan
5.02.01.2.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
e Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
5.02.01.2.08.4 N
Kantor Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik
5.02.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyeghaan Jasa 'Pemellharae.m', Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan T .
5.02.01.2.09.2 . : Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Operasional atau . 2
L Pajak dan Perizinannya
apangan
5.02.01.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Lainnya

Dipelihara

5.02.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

5.02.01.2.09.11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026

Bidang Urusan Indikator Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Perangkat
Kode Pemerintahan dan Kinerja Daerah
Program Prioritas Program Penanggung
Pembangunan (Outcome) Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 8] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
PENUNJANG | Persentase
URUSAN penunjang
5.02.01 | 1 |PEMERINTAHAN urusan 100 % | 19.515.480.269 | 100% | 31.916.278.276 | 100 % | 33.568.132.866 | 100 % | 34.933.829.109 | 100 % | 36.580.437.284
DAERAH pe(;nerm;ah
KABUPATEN |, “82%"
JKOTA abupaten/Kota
Badan
Pendapatan
PROGRAM | Persentase Daerah
PENGELOLAAN | Pencapaian
PENDAPATAN Target 100% | 4.989.951.918 | 100% | 7.132.856.912 100% | 6.708.044.688 | 100% | 7.021.500.823 | 100% | 7.396.097.653
5.02.04 | 4 DAERAH Pendapatan
Daerah Kota
Total 24.505.432.187 39.049.135.188 40.276.177.554 41.955.329.932 43.976.534.937
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 — 2026

Tabel 6.3

2022 2023 2024 2025 2026
. S . Data Capaian
. Indikator Kinerja Tujuan,
Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program PereﬁvgzLaan
(Outcome) dan Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Output)
PROGRAM PENUNJANG P .
ersentase penunjang
IR/ urusan pemerintahan
5.02.01 PEMERINTAHAN p ] 100 % 100 % 19.515.480.269 100 % 31.916.278.276 100 % 33.568.132.866 100 % 34.933.829.109 100 % 36.580.437.284
DAERAH unsur penunjang
KABUPATEN/KOTA keuangan (BAPENDA)
P Jumlah dokumen
SEHEEEEN erencanaan
Penganggaran, dan p A 5
5.02.01.2.01 A penganggaran dan 5 Dokumen 76.422.782 15 Dokumen 198.927.300 15 Dokumen 198.430.000 15 Dokumen 208.351.500 15 Dokumen 218.769.075
Evaluasi Kinerja T Dokumen
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1
5.02.01.2.01.1 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n/a Dokumen 13.558.080 2 Dokumen 29.479.500 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 31.500.000 2 Dokumen 33.075.000
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan 1
5.02.01.2.01.2 Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi n/a 17.424.772 2 Dokumen 24.855.250 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen 26.250.000 2 Dokumen 27.562.500
Dokumen
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
A Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil 1
5.02.01.2.01.3 Penyusunan Dokumen ' Lap n/a 19.447.200 2 Dokumen 28.094.000 2 Dokumen 28.580.000 2 Dokumen 30.009.000 2 Dokumen 31.509.450
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
5.02.01.2.01.4 Hasil Koordinasi n/a n/a - 2 Dokumen 37.164.800 2 Dokumen 14.850.000 2 Dokumen 15.592.500 2 Dokumen 16.372.125
Penyusunan DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Pe;:ga?:nogaAéigrD
5.02.01.2.01.5 Penyusunan Perubahan ' Lap n/a n/a - 2 Dokumen 29.596.050 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 31.500.000 2 Dokumen 33.075.000
Koordinasi Penyusunan
DPA-SKPD
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan

1

5.02.01.2.01.6 Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi n/a Dokumen 20.124.430 4 Laporan 34.933.500 4 Laporan 40.000.000 4 Laporan 42.000.000 4 Laporan 44.100.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan
SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 1
5.02.01.2.01.7 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja n/a Dokumen 5.868.300 1 Laporan 14.804.200 1 Laporan 30.000.000 1 Laporan 31.500.000 1 Laporan 33.075.000
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan UL IR
5.02.01.2.02 9 administrasi keuangan 100% 100% 15.100.289.827 3 Dokumen 21.595.106.443 3 Dokumen 26.061.103.886 3 Dokumen 27.364.159.080 3 Dokumen 28.732.367.034
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
5.02.01.2.02.1 Tﬁn'an an A]SN Menerima Gaji dan n/a 14 Bulan 15.093.289.827 74 Orang/Bulan 21.550.172.443 74 Orang/Bulan 26.016.169.886 74 Orang/Bulan 27.316.978.380 74 Orang/Bulan 28.682.827.299
Jang Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Kngga;aﬁT;Llfahnun
5.02.01.2.02.5 Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi n/a 1 Laporan 7.000.000 2 Laporan 29.934.000 2 Laporan 29.934.000 2 Laporan 31.430.700 2 Laporan 33.002.235
Keuangan Akhir Tahun P L
SKPD enyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah  Dokumen
Penyusunan Pelaporan Pelaporan  dan
5.02.01.2.02.8 dan Analisis Prognosis Analis?is Prognosis n/a n/a - 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.750.000 1 Dokumen 16.537.500
Realisasi Anggaran SIS Frog
Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan
Administrasi Barang Milik Pengelolaan
5.02.01.2.03 Daerah pada Perangkat Administrasi Barang 100% 100% 35.779.000 2 Laporan 49.608.800 2 Laporan 54.569.680 2 Laporan 57.298.164 2 Laporan 60.163.072
Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang 1
5.02.01.2.03.6 Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada n/a Dokumen 35.779.000 2 Laporan 49.608.800 2 Laporan 54.569.680 2 Laporan 57.298.164 2 Laporan 60.163.072
SKPD
Administrasi Jumlah Pembinaan
5.02.01.2.05 Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat 100% 100% 384.904.000 3 Laporan 1.121.537.569 3 Laporan 1.149.000.000 3 Laporan 997.500.000 3 Laporan 1.047.375.000
Daerah Daerah
Peningkatan Sarana dan PeniJnuT;?QnUSn;rana
5.02.01.2.05.1 Prasarana Disiplin 9 n/a 12 Bulan 64.540.000 2 Unit 22.600.000 2 Unit 50.000.000 2 Unit 52.500.000 2 Unit 55.125.000

Pegawai

dan Prasarana Disiplin
Pegawai
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Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
5.02.01.2.05.2 Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut n/a 1 Paket 31.250.000 1 Paket 198.384.569 n/a 199.000.000 n/a - 1 Paket -
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
5.02.01.2.05.9 Pegawai Berdasarkan Fungsi yang Mengikuti n/a 12 Bulan 289.114.000 75 Orang 900.553.000 75 Orang 900.000.000 75 Orang 945.000.000 75 Orang 992.250.000
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Administrasi Umum TR (RGBT
5.02.01.2.06 Administrasi Umum 100% 100% 1.187.345.178 154 Dokumen 1.418.894.500 154 Dokumen 1.560.783.950 154 Dokumen 1.638.823.148 154 Dokumen 1.720.764.305
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
. Jumlah Paket
Penyediaan Komponen .
Instalasi Komponen Instalasi
5.02.01.2.06.1 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan n/a 12 Bulan 16.564.400 1 Paket 69.597.000 1 Paket 76.556.700 1 Paket 80.384.535 1 Paket 84.403.762
9 Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor o
Disediakan
Penvediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
5.02.01.2.06.2 Y dan Perlengkapan n/a 12 Bulan 216.967.649 2 Paket 326.086.500 2 Paket 358.695.150 2 Paket 376.629.908 2 Paket 395.461.403
dan Perlengkapan Kantor A
Kantor yang Disediakan
Penvediaan Bahan Jumlah Paket Bahan
5.02.01.2.06.4 veai: Logistik Kantor yang n/a 12 Bulan 125.202.800 3 Paket 86.087.000 3 Paket 94.695.700 3 Paket 99.430.485 3 Paket 104.402.009
Logistik Kantor o
Disediakan
Penyediaan Barang JumlghtPsketdBarang
5.02.01.2.06.5 Cetakan dan etakan dan nla 12 Bulan 174.973.050 2 Paket 170.808.000 2 Paket 187.888.800 2 Paket 197.283.240 2 Paket 207.147.402
Penggandaan yang
Penggandaan g
Disediakan
5.02.01.2.06.6 Bacaan dan Peraturan Perundana-Undangan n/a 12 Bulan 18.300.000 4 Dokumen 24.000.000 4 Dokumen 26.400.000 4 Dokumen 27.720.000 4 Dokumen 29.106.000
Perundang-undangan g-ndang
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Penj:IrgLaggla_lraap:r:aRr’]apat
5.02.01.2.06.9 Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan n/a 12 Bulan 635.337.279 150 Laporan 742.316.000 150 Laporan 816.547.600 150 Laporan 857.374.980 150 Laporan 900.243.729
Konsultasi SKPD
r Jumlah Kebutuhan
PerE)gaa;erﬁnpzﬁLirjaganllk Pengadaan Barang Milik
5.02.01.2.07 Jang Daerah Penunjang 100% 100% 539.322.600 30 Unit 903.621.764 28 Unit 685.208.000 27 Unit 608.208.000 27 Unit 632.358.000
Urusan Pemerintah 5
Urusan Pemerintah
Daerah
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
5.02.01.2.07.2 Dinas Operasional atau Lapangan yang n/a n/a - 1 Unit 125.208.000 1 Unit 125.208.000 1 Unit 125.208.000 1 Unit 125.208.000
Lapangan Disediakan
5.02.01.2.07.5 Pengadaan Mebel Juyrg:?;;:zitia'\:::el n/a 12 Bulan 126.179.300 12 Unit 250.627.200 10 Unit 200.000.000 10 Unit 210.000.000 10 Unit 220.500.000
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Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan
5.02.01.2.07.6 9 Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang n/a 12 Bulan 413.143.300 16 Unit 433.037.700 16 Unit 260.000.000 16 Unit 273.000.000 16 Unit 286.650.000
Y Disediakan
Pengadaan Gedung KJuTIahtUniEGedung
5.02.01.2.07.9 Kantor atau Bangunan an E;; :“a 2’219“”""” nia nla - 1 Unit 94.748.864 1 Unit 100.000.000 - - - -
Lainnya innya yang
Disediakan
A Jumlah Kebutuhan
[FEmYEEIEET JEEE Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08 Penunjang Urusan Penuyn'an e 100% 100% 1.327.843.769 11 Laporan 2.493.342.000 11 Laporan 2.554.245.350 11 Laporan 2.689.457.618 11 Laporan 2.730.107.618
Pemerintahan Daerah njang
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan
5.02.01.2.08.1 Y Menyurat Penyediaan Jasa Surat n/a 12 Bulan 3.980.000 2 Laporan 4.000.000 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 10.500.000 2 Laporan 11.025.000
Y Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08.2 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber n/a 12 Bulan 425.858.069 4 Laporan 443.339.000 4 Laporan 450.000.000 4 Laporan 472.500.000 4 Laporan 496.125.000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08.3 Peralatan dan Peralatan dan n/a 12 Bulan 14.400.000 1 Laporan 150.000.000 1 Laporan 150.000.000 1 Laporan 165.000.000 1 Laporan 181.500.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
5.02.01.2.08.4 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa nia 12Bulan | 883.605.700 4 Laporan 1.896.003.000 4 Laporan 1.944.245.350 4 Laporan 2.041.457.618 4 Laporan 2.041.457.618
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Jumlah Pemeliharaan
5.02.01.2.09 WAL R L Yy e Ll DRCE 100% 100% 863.573.113 167 Unit 4.135.239.900 167 Unit 1.304.792.000 167 Unit 1.370.031.600 167 Unit 1.438.533.180
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
5.02.01.2.00.2 | Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang n/a 12Bulan | 322.052.580 9 Unit 316.412.800 9 Unit 344.792.000 9 Unit 362.031.600 9 Unit 380.133.180
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan Jumiah Peralatan dan
5.02.01.2.09.6 : : Mesin Lainnya yang n/a 12 Bulan 179.424.343 156 Unit 157.234.800 156 Unit 160.000.000 156 Unit 168.000.000 156 Unit 176.400.000
dan Mesin Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung
5.02.01.2.09.10 Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan n/a 3 Unit 188.219.000 1 Unit 2.304.254.300 1 Unit 400.000.000 1 Unit 420.000.000 1 Unit 441.000.000
N Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelinara/Direhabilitasi
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
5.02.01.2.09.11 Pendukung Gedung Gedung Kantor atau n/a 2 Unit 173.877.190 1 Unit 1.357.338.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit 420.000.000 1 Unit 441.000.000
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM Persentase pencapaian
5.02.04 PENGELOLAAN Target Pendapatan 100% 100% 4.989.951.918 100% 7.132.856.912 100% 6.708.044.688 100% 7.021.500.823 100% 7.396.097.653
PENDAPATAN DAERAH Daerah Kota
Mt Benselsben Persentase Realisasi
5.02.04.2.01 egnda e %aerah Pajak Daerah terhadap 100% 100% 4.989.951.918 100% 7.132.856.912 100% 6.708.044.688 100% 7.021.500.823 100% 7.396.097.653
P P Target pajak Daerah
2
Perencanaan Jumlah Dokumen Dokumen
5.02.04.2.01.1 . Rencana Pengelolaan n/a 250.104.128 1 Dokumen 86.935.780 1 Dokumen 95.629.358 1 Dokumen 100.410.827 1 Dokumen 105.431.367
pengelolaan pajak daerah X /
Pajak Daerah 4L
aporan
Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Pajak Analis Pajak Daerah 1
5.02.04.2.01.2 Daerah, serta serta Pengembangan n/a 76.872.980 1 Dokumen 231.762.860 1 Dokumen 254.939.146 1 Dokumen 267.686.103 1 Dokumen 281.070.457
" . Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan
Pajak Daerah. Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan 9 Perda /
5.02.04.2.01.3 Penyebarluasan Penyuluhan dan n/a Perwa 295.466.769 1 Laporan 825.324.632 1 Laporan 866.590.864 1 Laporan 866.590.863 1 Laporan 909.920.408
Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
5.02.04.2.01.4 Prasarana Pengelolaan Prasarana Pengelolaan n/a 12 Bulan 1.624.062.884 1 Unit 2.050.769.440 1 Unit 950.000.000 1 Unit 1.092.500.000 1 Unit 1.037.125.000
Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
5.02.04.2.01.5 Pendaftaran Objek Pajak Paiak Daerah SuJb'ek n/a 3000 WP 245.976.634 10 Laporan 489.132.900 10 Laporan 538.046.190 10 Laporan 564.948.500 10 Laporan 593.195.924
Daerah Y ’ 0
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan, Jumlsznl_gaoplgrr]aar:‘Hasn
5.02.04.2.01.6 P:gmgg‘:g:;’sdg‘a"ta Pemeliharaan, dan n/a 90% 779.235.066 1 Laporan 528.409.200 1 Laporan 581.250.120 1 Laporan 610.312.626 1 Laporan 640.828.257
F?a'ak Daerah Pelaporan Basis Data
) Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan . .
Jumlah Objek Pajak
502042017 | Ferkotaan (PBBP2)serta |\ o0 bicosuaikan NJOP nia TSOWRT {344 413951 10 Obyek 382.986.400 10 Obyek 421.285.040 10 Obyek 442.349.292 10 Obyek 464.466.757
Bea Perolehan Hak atas nva 10 WP Pajak Pajak Pajak Pajak
Tanah dan Bangunan V!
(BPHTB)
502042018 | Fenetapan Waiib Pajak Jumiah Dokumen n/a gop 167.711.364 1 Dokumen 150.554.100 1 Dokumen 165.609.510 1 Dokumen 173.889.985 1 Dokumen 182.584.485
Daerah Ketetapan Pajak Daerah
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Pelayanan dan Konsultasi

Jumlah Layanan dan

1

5.02.04.2.01.9 Pajak Daerah Konsultasi Pajak Daerah n/a Dokumen 480.640.891 1000 Layanan 819.706.000 1000 Layanan 760.691.300 1000 Layanan 703.725.865 1000 Layanan 848.912.158
Penelitian dan Verifikasi Ju;nalg:k%?:r:ﬁlaggran
5.02.04.2.01.10 Data Pelaporan Pajak Tjelah Dilakulzang n/a 4 Kali 76.025.603 1 Dokumen 114.999.200 1 Dokumen 126.499.120 1 Dokumen 132.824.076 1 Dokumen 139.465.230
Daerah . e
Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil 25 WP/
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan n/a 400 406.772.228 1 Dokumen 662.395.000 1 Dokumen 728.634.500 1 Dokumen 765.066.225 1 Dokumen 803.319.536
Pajak Daerah STPD
Penyelesaian Keberatan Jumiah Dokumen Hasil
5.02.04.2.01.12 Paiak Daerah Penyelesaian Keberatan n/a 35 Berkas 94.988.323 1 Dokumen 151.091.500 1 Dokumen 166.200.650 1 Dokumen 174.510.682 1 Dokumen 183.236.217
) Pajak Daerah
. Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, !
Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta
5.02.04.2.01.13 Pengawasan Paiak Pengendalian dan n/a 4 Kali 147.681.097 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 275.000.000 1 Dokumen 288.750.000 1 Dokumen 303.187.500
9 ! Pengawasan Pajak
Daerah
Daerah
Pembinaan dan Jumlah Llaporan Hasil
Pengawasan Pengelolaan Pembinaan dan
5.02.04.2.01.14 92 gelok Pengawasan n/a n/a - 1 Laporan 388.789.900 2 Laporan 427.668.890 2 Laporan 470.435.779 2 Laporan 517.479.357
Pajak dan Retribusi I
Pengelolaan Retribusi
Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi Perkembangan
5.02.04.2.01.15 Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi n/a n/a - n/a - 1 Laporan 350.000.000 1 Laporan 367.500.000 1 Laporan 385.875.000
Pemerintah Daerah
JUMLAH 24.505.432.187 39.049.135.188 40.276.177.554 41.955.329.932 43.976.534.937
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Tabel 6.4

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Yang Ingin Dicapai Tahun 2021-2026

URAIAN APBD Thn. 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pendapatan
Asli Daerah 366.696.884.199,75 | 464.003.743.318,86 | 587.104.026.354,00 | 664.165.751.503,00 | 697.374.039.078,15 | 732.242.741.032,06
(PAD)

Pajak Daerah

185.979.625.987,00

226.332.093.315,36

344.012.723.810,00

431.468.626.405,00

453.042.057.725,25

475.694.160.611,51

Retribusi
Daerah

23.776.863.396,46

32.206.368.295,17

58.521.865.000,00

66.271.865.000,00

69.585.458.250,00

73.064.731.162,50

Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

1.415.125.255,00

1.079.761.191,00

7.598.930.665,00

10.000.000.000,00

10.500.000.000,00

11.025.000.000,00

Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
Yang Sah

155.525.269.561,29

204.385.520.517,33

176.970.506.879,00

156.425.260.098,00

164.246.523.102,90

172.458.849.258,05

TOTAL
PENDAPATAN

366.696.884.199,75

464.003.743.318,86

587.104.026.354,00

664.165.751.503,00

697.374.039.078,15

732.242.741.032,06
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau
kualitatif yang terdiri dari unsur indikator masukan (input), proses (process),
keluaran (output), hasil (outcome) dan atau dampak (impact) yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kegiatan yang
didasarkan pada upaya pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategi. Melalui Rencana Kinerja berbagai kegiatan tahunan

dapat disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih
meningkatkan akuntabilitan kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama

dilingkungan Instansi Pemerintah adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan RPJMD Kota Dumai 2021-2026, penetapan indikator kinerja
utama Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Misi Kota Dumai, untuk Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Indikator

Kinerja Utama yang harus dilaksanakan, yaitu :
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan Badan Pendapatan Daerah yang
Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026

PENJELASAN/ TARGET Kondisi
INDIKATOR |o p ryaN FORMULA Kinerja
IEERS PERHITUNGAN pada
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Tahun 2026
Persentase PAD PAD
terhadap % Pondanatan X 100 % 30 31 32 33 34 34
Pendapatan endapatan
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah
yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026
Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah
PENJELASAN/ TARGET Kondisi Kinerja
":(?L%E%R SATUAN FORMULA pada
PERHITUNGAN 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tahun 2026
Persentase Pajak
Daerah terhadap Pajak Daerah 1009
Pendapatan Asli % PAD x % 51 52 53 54 54 54
Daerah (PAD)
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BABVIIPENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai periode 2021-2026, adalah sebagai pedoman, landasan dan referensi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026,
selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah setiap tahunnya.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini disusun bukan hanya untuk
memenuhi persyaratan dalam pengajuan program kerja dan kegiatan yang
diharapkan dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Dumai, namun lebih penting daripada itu Perubahan Renstra PD diharapkan dapat

mencapai tiga tujuan utama, yaitu :

1. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas, sehingga pencapaiannya dapat

dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Diperoleh indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan program dalam periode tertentu sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan Aparatur Badan Pendapatan
Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Dumai melalui peningkatan
kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini hendaknya
dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dan penuh rasa
tanggung jawab serta merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang merupakan agenda tahunan periode lima

tahun ke depan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

76 - BA



#w1| Rencana Stategis (Renstra)
Ky Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-

Pertama, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai baik pejabat eselon I, IlI
dan IV serta para Pelaksana, memiliki tanggung jawab moral dan berkewajiban
untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Badan

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga harus menjadi lembaga
yang sangat besar perannya dalam menampung aspirasi publik dalam proses
perencanaan pembangunan, sehingga penyusunan perencanaan harus
berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kemajuan dan

kesatuan semua potensi pelaksana pembangunan di Kota Dumai.

Ketiga, sebagai salah satu Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai
yang memegang peranan penting untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota
selaku Pemimpin Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan kewenangannya
sesuai dengan undang-undang, khususnya dibidang Pendapatan Daerah,
berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota

Dumai.

Mudah-mudahan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini
dapat bermanfaat bagi semua komponen masyarakat dan pelaku usaha maupun
Pemerintah Kota Dumai, khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai.

Dumai, 22 Januari 2024

Kepala,

"‘!”ﬁ“,“'.. |
/WL
FAHMI RIZAL, SSTP, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19780710 199711 1 001
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